5.1

BABYV

PENUTUP

Kesimpulan

1. hoax adalah informasi menyesatkan yang disebarkan

secara masif dengan tujuan tertentu, seperti memengaruhi
opini publik atau menciptakan ketegangan sosial. Dalam
era digital yang serba cepat, keberadaan hoaks menjadi
ancaman serius bagi integritas informasi dan kestabilan
sosial. Oleh karena itu, pemahaman dan kewaspadaan
terhadap hoaks menjadi sangat penting dalam
membangun masyarakat yang cerdas dan kritis terhadap
informasi. Penyebaran hoaks tidak terjadi tanpa motif.
motif utama hoaks adalah politis, ideologis, dan ekonomi.
Hoaks digunakan sebagai alat propaganda untuk
memenangkan kepentingan kelompok tertentu, terutama

menjelang momen sensitif seperti pemilu.

. "UU ITE Nomor 1 tahun 2024 pasal 28 ini sering kali terjadi

penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum
yang menjadikan pasal ini sebagai alat untuk
membungkam kebebasan berekspresi. Sementara itu, dari
segi budaya hukum, Friedman berpendapat bahwa “legal
culture refers to public attitudes and behavior toward the
law”. Sayangnya, rendahnya literasi hukum masyarakat
dan kurangnya kesadaran digital menyebabkan pasal ini
kerap disalahgunakan oleh warga maupun aparat,
terutama dalam konteks saling melapor di media sosial.
Ketidakharmonisan antara substansi, struktur, dan budaya
hukum inilah yang menyebabkan Pasal 28 belum berjalan

secara efektif dalam sistem hukum Indonesia.
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik dinilai belum efektif dalam
pelaksanaannya jika dianalisis menggunakan teori sistem
hukum Lawrence M. Friedman. rendahnya literasi hukum
masyarakat dan  kurangnya = kesadaran  digital
menyebabkan pasal ini kerap disalahgunakan oleh warga
maupun aparat, terutama dalam konteks saling melapor di
media sosial. Ketidakharmonisan antara substansi,
struktur, dan budaya hukum inilah yang menyebabkan
Pasal 28 belum berjalan secara efektif dalam sistem
hukum Indonesia. efektivitas penanggulangan hoaks
memerlukan keseimbangan antara struktur, substansi,
dan budaya hukum. Teori Lawrence sejalan dengan ajaran
Islam yang mengedepankan tabayyun sebagai langkah
pencegahan kerusakan sosial dan penguatan budaya
hukum.
Saran

Untuk memperluas sudut pandang dalam memahami
fenomena hoaks, tulisan akademik ini berupaya menghadirkan
perspektif kritis terhadap keberadaan informasi palsu dan
mekanisme penegakan hukum yang diterapkan selama proses
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Harapannya, pembahasan
ini tidak hanya memberi ruang bagi kebebasan berpikir, tetapi
juga mendorong pembaca untuk menguji kembali cara berpikir
yang rasional dan berbasis data. Diskursus semacam ini
penting untuk terus dilakukan agar masyarakat tidak terjebak
pada opini yang dibangun di atas informasi menyesatkan.
Tulisan ini secara khusus mendorong pembaca untuk:

1. Tidak bersikap tertutup, serta berani menyampaikan

pandangan kritis terhadap dampak hoaks di ruang
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publik, sekaligus menyatakan bahwa penyebaran hoaks
harus diberantas melalui penegakan hukum yang tegas
dan adil.

. Meninjau kembali efektivitas undang-undang yang
mengatur hoaks, khususnya UU ITE dan pasal-pasal
dalam KUHP yang berkaitan dengan penyebaran berita
bohong. Perlu dikaji apakah implementasi hukum
tersebut telah adil dan tidak disalahgunakan untuk
membungkam kebebasan berpendapat.

. Pemerintah harus memberi kepastian hukum yang jelas
kepada masyarakat agar masyarakat mematuhi hukum
tentang larangan penyebaran berita hoaks dan
membuat pelaku jera.

. Mengkritisi bagaimana negara membedakan antara
ujaran kritis dan penyebaran hoaks, sehingga aparat
penegak hukum tidak hanya menjalankan tugas secara
represif, tetapi juga dengan menjunjung prinsip
demokrasi, keadilan, dan proporsionalitas.

. Mendorong diskusi publik yang berkelanjutan, di mana
masyarakat diajak untuk memilah informasi secara
mandiri, memahami konteks hukum secara rasional,
dan tidak serta-merta mengandalkan otoritas sebagai

sumber kebenaran tunggal.
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